Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0446/Pdt.G/2024/PA.KIt

b e S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Juni 1998, agama Islam,
pekerjaan xxxxx XxxxxX Xxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXxxX
XXXXXXXX, Rt. 032/rw. 011, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Geurgius Pamungkas
Suryo Guritno, S.H., dan Dhiky Ardistya Jati, S.H.,
adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor
advokat “G. P. Suryo Guritno, S.H., dan Rekan” yang
berkedudukan kantor di : Perum Kalikotes Baru RT 002
RW 008, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 25 Maret 2024, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 223/KH/2024/PA.KIt
tanggal 27 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 01 Juli 1991, agama Islam,
pekerjaan xxXxxx XxxxXxx XxxxxX, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, Rt
004 Rw 019, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25
Maret 2024 yang telah didaftar melalui aplikasi e-court dalam Register Perkara
Nomor 0446/Pdt.G/2024/PA KIt, tanggal 27 Maret 2024 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 21 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah nomor 3310091112023023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan
Tergugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXX XXXXXXXX,
RT. 032 RW. 011, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan selayaknya suami — isteri (ba’dadhukul), dan belum
dikaruniai buah hati;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi
perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagai
berikut:
e Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan kasar ;
e Bahwa Tergugat enggan bekerja, dan tidak mempunyai penghasilan
tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga,
bahkan dari awal perkawinan Tergugat sama sekali tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat sampai dengan gugatan a quo diajukan,
selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat rela
menggantikan kewajiban Tergugat untuk bekerja ;
e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih karena
Tergugat sama sekali tidak peduli dengan Penggugat, setiap Penggugat
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pulang kerja, Tergugat selalu berpamitan untuk keluar main dengan alasan
yang tidak jelas dan tidak menentu kapan pulangnya ;
e Bahwa Tergugat memiliki kebiasan mabuk-mabukan atau meminum
minuman beralkohol / Khamar, selain daripada itu Tergugat juga sering
berbohong dan tidak ada keterbukaan dengan Penggugat ;
e Bahwa apabila Penggugat menasehati Tergugat atau sedang berselisih,
Tergugat tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan berupa pukulan
dan tonjokan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat
mengalami luka-luka lebam pada wajah dan paha ;
¢ Bahwa Tergugat melakukan kekerasan yang hingga menyebabkan luka-
luka lebam, selama dalam perkawinan ini telah terhitung sebanyak 2 (dua)
kalinya ;
e Selain itu juga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini telah
diketahui Penggugat dan terdapat bukti foto Tergugat bersama wanita lain
tiduran di atas kasur, selain itu juga Penggugat melihat isi chat massanger
facebook Tergugat, dimana Tergugat sedang membeli obat menggugurkan
kandungan ;
6. Bahwa selain daripada yang telah di uraikan di atas, Tergugat juga
pernah melakukan kekerasan non verbal dengan mengupat dan mengolok-
olok Penggugat di depan teman-temen kerja Penggugat sehingga membuat
Penggugat malu;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya
suami istri (ba’dadhukul) ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling mendiamkan dan
tidak melaksanakan kewajiban selayaknya hubungan suami istri, selain itu
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sejak
bulan Februari 2024;
9. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2024
sampai dengan sekarang dan tinggal di KABUPATEN SLEMAN, sedangkan
Penggugat tinggal pada alamat gugatan a quo ;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat memilki sifat yang temperamental
dan sering melakukan kekejaman dan kekerasan saat terjadinya
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perselisihan dengan Penggugat serta menginggat keselamatan Penggugat
di kemudian hari, maka sudah layak dan pantas apabila gugatan
Penggugat untuk dikabulkan, hal mana telah sesuai dengan amanat Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 ;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;
12. Bahwa keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan
perselisishan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil yang mana
Tergugat masih saja tidak merubah sikapnya kepada Penggugat ;
13. Bahwa berdasarkan hal — hal terurai di atas, maka perkawinan
Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan dengan kaidah perkawinan
menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena nyata antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perselisihan yang terus
menerus, yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah
wajib kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal
maupun non verbal kepada Penggugat, maka tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun dalam berumah tangga, maka bedasarkan pasal 19 huruf (d),
(f) PP No. 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (d), (f) Kompilasi Hukum
Islam, maka gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah cukup
beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta
dikabulkan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H., Ketua
Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini
secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR;
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughraa Tergugat (XX) atas
Penggugat (XX);
3. Menentukan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR;
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Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-
Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili
elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh
Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 223/KH/2024/PA KIt. tanggal 27 Maret 2024
yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara
Gugatan Perceraian Nomor 0446/Pdt.G/2024/PA.KIt di Pengadilan Agama
Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi
kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah
disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara
Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus
dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula
dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum
yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara
pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Penggugat, yang
ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara e-court, Hakim
telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan
principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan
ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak
dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya
datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan
yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut
tanggal 02 April 2024, tanggal 18 April 2024 dan tanggal 27 April 2024;
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Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.

Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3XX tanggal 10
April 2023 yang dikeluarkan di Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3XX3 tanggal 21 Nopember
2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai
dengan aslinya (Bukti P.2);
B. Saksi;
1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di Dukuh Tiyasan, Rt. 003 Rw. 001, Desa Tanjungsari, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami-istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak;
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan
Tergugat marah karena Penggugat pulang malam, saksi melihat
Tergugat memukul Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat
minum-minuman keras di jalan, selain itu Tergugat juga selingkuh
dan pernah berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat bertengkar dengan
Tergugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meningalkan
Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxx Xxxxxxxx, Rt. 032/rw. 011, XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten. Di depan persidangan saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami-istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan
Penggugat disuruh berhenti bernyanyi tapi Tergugat sendiri tidak
kerja, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat selingkuh,
saksi pernah bertemu saat berboncengan dengan selingkuhannya,
saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat memukul Penggugat;
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- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat;

- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meningalkan
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan
kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang
keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima
kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai
hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat
kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat,
dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu
advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah
masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan
parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam

menilainya;
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Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang
beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun
1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa
khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan
dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan
para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak
dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan
dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari
syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan
advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para
pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan

keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal
4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim
berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah
memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat
telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum
pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan
perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan
cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan
principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut
dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan
Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 9 Tahun 1975
jis. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil
syar'i :

d oV Ib s ot b ol .’§> o 76" Ol

A

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“
(Ahkamul Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam
namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan pasal 163 HIR serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang
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saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik
yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 164 H.I.R. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk
Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili
di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama
ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih
terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Nopember
2023 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan
Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta  yang
dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai
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berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
sejak tanggal 21 Nopember 2023;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman Kkeras,
selingkuh dan sering memukul Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini
selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini
selama 2 bulan;

3. Bahwa telah diupakan perdamaian, namun tidak berhasil;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

dxe ¢ lai Y o) L QJM Slpol el 3] gl BBl e s e g 1
el oy 3,2l

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
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dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak
mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat
sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak
dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan
cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah
pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai
tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang
ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, dll). Surat Edaran
tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang
menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan
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seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan
mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum
dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan
menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian
hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator
yang secara nyata telah terbukti’;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak
berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan
Tergugat selama 2 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak
tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka
indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah
nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama menentukan "Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”,

Menimbang, bahwa dalam in casu atau perkara a quo, meskipun fakta
sebagaimana dipertimbangkan di atas perpisahan kediaman antara Penggugat
dan Tergugat hanya 2 (dua) bulan dan belum mencukupi waktu minimal 6
(bulan) sebagaimana ditentukan pada SEMA tersebut, Hakim berpendapat
perilaku Tergugat sebagaimana fakta yang telah dikemukakan di atas yaitu
Tergugat telah melakukan KDRT pada Penggugat berupa pemukulan,
sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka
Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah
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sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan
hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak
ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan belum
pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak yang
dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari
Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal
1445 Hijriyah, oleh kami Muadz Junizar, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal,
berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian lzin
Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh Salmah Cholidah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Muadz Junizar, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.l.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP . Rp. 60.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan . Rp. 72.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000.00
Jumlah : Rp. 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)
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